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TENTANG

KETENTUAN DAN TATA CARA PENERBITAN

SURAT KETERANGAN ASAL UNTUK BARANG ASAL INDONESIA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran arus
barang dan mempermudah pelaksanaan penerbitan
Surat Keterangan Asal untuk barang asal Indonesia
dalam rangka ekspor, perlu mengatur kembali ketentuan
mengenai Ketentuan dan Tatacara Penerbitan Surat
Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Perdagangan tentang Ketentuan dan Tata Cara
Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal

Indonesia;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang
Pengesahan Agreement Establishing The World Trade
Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi
Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
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Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5512);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2017 tentang
Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perdagangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 197);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
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Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2017 tentang
Pengesahan Protocol On The Legal Framework To
Implement The ASEAN Single Window (Protokol Mengenai
Kerangka Hukum Untuk Melaksanakan ASEAN Single
Window) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 99);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
41/M-DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan Ekspor Kopi;
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
13/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum di
Bidang Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 395);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
77/M-DAG/PER/10/2014 tentang Ketentuan Asal
Barang Indonesia (Rules of Origin of Indonesia) (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1703);
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017
tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan
Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 176);
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
229/PMK .04/2017 Tentang Tata Cara Pengenaan Tarif
Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian
Atau Kesepakatan Internasional (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1980);
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Menetapkan :

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG
KETENTUAN DAN TATA CARA PENERBITAN
SURAT KETERANGAN ASAL UNTUK BARANG ASAL
INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Ketentuan Asal Barang Indonesia (Rules of Origin of
Indonesia) adalah peraturan perundang-undangan dan
ketentuan administratif yang bersifat umum yang
diterapkan untuk menentukan asal barang Indonesia.

2. Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) yang
selanjutnya disingkat SKA adalah dokumen yang
membuktikan bahwa barang ekspor Indonesia telah
memenuhi Ketentuan Asal Barang Indonesia (Rules of
Origin of Indonesiq).

3. Sistem elektronik SKA yang selanjutnya disebut
e-SKA adalah sistem pengajuan dan penerbitan SKA
secara elektronik.

4. Eksportir adalah orang perseorangan atau lembaga atau
badan wusaha, baik yang berbentuk badan hukum
maupun bukan badan hukum, yang melakukan ekspor.

S. Barang adalah barang mentah, barang setengah jadi,
atau barang jadi.

6. Barang asal Indonesia (Indonesia originating goods)
adalah Barang yang berasal dari Indonesia yang telah
memenuhi Ketentuan Asal Barang Indonesia (Rules of
Origin of Indonesiq).

7. Hak Akses adalah hak yang diberikan untuk melakukan
interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri
atau dengan jaringan.

8. Formulir SKA adalah daftar isian yang telah dibakukan
dalam bentuk, ukuran, warna, dan jenis peruntukan
serta isinya sesuai dengan perjanjian internasional yang

telah disepakati, ditetapkan sepihak oleh suatu negara
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atau sekelompok negara tujuan ekspor, atau yang
ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
Surat Keterangan Asal Elektronik yang selanjutnya
disingkat SKA Elektronik adalah data dari Surat
Keterangan Asal yang penyampaiannya dilakukan secara
elektronik kepada negara tujuan ekspor sesuai dengan
perjanjian atau kesepakatan internasional.

Qualifying Value Content yang selanjutnya disingkat QVC
adalah kandungan nilai yang memenuhi kualifikasi atas
bahan baku, tenaga kerja, overhead, dan keuntungan,
serta biaya-biaya lain pada barang yang dihasilkan, yang
dinyatakan dalam presentase.

Regional Value Content yang selanjutnya disingkat RVC
adalah kandungan nilai regional atas bahan baku, tenaga
kerja, overhead, dan keuntungan, serta biaya-biaya lain
pada barang yang dihasilkan, yang dinyatakan dalam
presentase.

Change in Tariff Classification yang selanjutnya disingkat
CTC adalah perubahan klasifikasi pada proses produksi
barang yang menggunakan bahan baku yang bukan
berasal dari negara anggota perjanjian atau kesepakatan
internasional.

Instansi Penerbit SKA yang selanjutnya disingkat IPSKA
adalah instansi/badan/lembaga yang ditetapkan oleh
Menteri dan diberi kewenangan untuk menerbitkan SKA.

Pejabat Penerbit SKA adalah pegawai tetap pada IPSKA
yang telah ditetapkan oleh Menteri dan diberi
kewenangan serta tanggung jawab untuk menerbitkan
SKA.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perdagangan.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan
Luar Negeri Kementerian Perdagangan.

Direktur adalah Direktur Fasilitasi Ekspor dan Impor,
Direktorat  Jenderal Perdagangan Luar Negeri

Kementerian Perdagangan.
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Pasal 2

SKA yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi

SKA Preferensi dan SKA Non Preferensi.

SKA Preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

digunakan terhadap Barang ekspor Indonesia untuk

memperoleh fasilitas pengurangan atau pembebasan tarif
bea masuk yang diberikan:

a. oleh suatu negara atau sekelompok negara
berdasarkan ketentuan dalam perjanjian
internasional yang telah disepakati; atau

b. berdasarkan penetapan sepihak dari suatu negara
atau sekelompok negara tujuan ekspor.

SKA Non Preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

digunakan terhadap barang ekspor Indonesia tanpa

memperoleh fasilitas pengurangan atau pembebasan tarif

bea masuk.

Pasal 3
Eksportir harus menggunakan SKA Preferensi dan/atau
SKA Non Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 untuk mengekspor Barang tertentu.
Barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4
SKA hanya dapat diterbitkan oleh IPSKA yang ditetapkan
oleh Menteri.
SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan
melalui e-SKA.
Ketentuan lebih lanjut mengenai IPSKA diatur dengan

Peraturan Menteri.

Pasal 5
Eksportir hanya dapat mengajukan permohonan

penerbitan SKA melalui e-SKA setelah mendapatkan
Hak Akses.
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(2) Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan oleh IPSKA.

Pasal 6
(1) Eksportir yang merupakan orang perseorangan dapat
mengajukan Hak Akses kepada IPSKA.
(2) Eksportir yang merupakan lembaga atau badan usaha
hanya dapat mengajukan Hak Akses kepada:

a. [IPSKA sesuai dengan domisili lembaga atau badan
usaha; atau

b. IPSKA terdekat, dalam hal ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a tidak dapat dipenuhi.

Pasal 7

(1) Hak Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
bagi Eksportir yang merupakan orang perseorangan dapat
diperoleh dengan melakukan registrasi melalui e-SKA dan
mengunggah hasil pindai/scan dokumen asli:

a. Nomor Pokok Wajib Pajak dan Kartu Tanda
Penduduk, bagi Warga Negara Indonesia; atau
b. paspor bagi Warga Negara Asing.

(2) Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya
digunakan untuk permohonan SKA bagi ekspor Barang
untuk keperluan tertentu.

(3) Barang untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) meliputi:

a. Barang penumpang;
b. Barang kiriman;
c. Barang pameran; dan/atau

d. Barang contoh.

Pasal 8
Hak Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bagi
Eksportir lembaga atau badan usaha dapat diperoleh dengan
melakukan registrasi melalui e-SKA dan mengunggah hasil

pindai/ scan dokumen asli:
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Surat Izin Usaha Perdagangan atau izin usaha dari
kementerian teknis/lembaga pemerintah non
kementerian/instansi;

Tanda Daftar Perusahaan;

Nomor Pokok Wajib Pajak; dan

surat keterangan domisili kantor pusat dan/atau kantor

operasional perusahaan.

Pasal 9

Untuk mendapatkan aktivasi Hak Akses, Eksportir harus

menyampaikan dokumen asli sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 dan Pasal 8 kepada IPSKA sesuai pengajuan registrasi
Hak Akses.

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Pasal 10
Permohonan penerbitan SKA harus diajukan oleh
Eksportir yang telah mendapatkan aktivasi Hak Akses
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada IPSKA.
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh
Eksportir yang merupakan orang perseorangan diajukan
kepada IPSKA sesuai dengan pilihan Eksportir.
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh
Eksportir yang merupakan lembaga atau badan usaha
diajukan kepada:
a. IPSKA berdasarkan tempat pengajuan registrasi Hak
Akses;
b. IPSKA terdekat dengan tempat barang diperoleh atau
diproduksi; atau
c. IPSKA terdekat dengan kantor pusat atau kantor

operasional eksportir.

Pasal 11
Permohonan penerbitan SKA sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 dilakukan dengan mengisi data melalui
e-SKA.
Permohonan penerbitan SKA sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) bagi Eksportir yang merupakan orang
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perseorangan, harus dilengkapi dengan hasil pindai/scan

dokumen asli:

a. bukti pembelian Barang yang dimintakan SKA;

b. pernyataan produsen atas Barang yang dimintakan
SKA; atau

c. dokumen lain yang dapat menjelaskan keperluan
ekspor Barang.

IPSKA dapat menerbitkan SKA bagi Eksportir

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) guna mengekspor

Barang untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 ayat (3) dalam jumlah dan nilai yang wajar.

Permohonan penerbitan SKA sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) bagi Eksportir yang merupakan lembaga

atau badan wusaha harus dilengkapi dengan hasil

pindai/ scan dokumen asli:

a. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB);

b. bill of lading (B/L), air way bill (AWB), atau cargo
receipt,;

c. ilnvoice;

d. packing list; dan

e. perhitungan struktur biaya (cost structure) proses
produksi pada setiap jenis Barang ekspor, dalam hal
pemenuhan kriteria asal Barang (Origin Criteria)
menggunakan metode nilai tambah berupa: Regional
Value Content (RVC) atau Qualifying Value Content
(QVC), dan/atau perubahan pos tarif: Change in
Tariff Classification (CTC).

Dalam hal penerbitan SKA tanpa dilengkapi dengan

dokumen Bill of Lading (B/L) atau Air Way Bill (AWB)

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, maka

Eksportir wajib menyampaikan hasil pindai/scan

dokumen asli Bill of Lading (B/L) atau Air Way Bill (AWB)

kepada IPSKA melalui e-SKA paling lama 10 (sepuluh)

hari kerja terhitung sejak tanggal penerbitan SKA.

Format perhitungan struktur biaya sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) huruf e tercantum dalam
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Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.

Perhitungan struktur biaya (cost structure) proses
produksi pada setiap jenis Barang ekspor sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf e harus memperhatikan
aspek antara lain:

a. tipe;

b. model,

c. ukuran; dan/atau

d. warna.

Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
merupakan dokumen yang bersifat rahasia dan hanya
diperuntukkan dalam rangka penerbitan SKA dan
keperluan penentuan asal Barang.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian data
melalui e-SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11 ayat (1), Pejabat Penerbit SKA harus meneliti

dan memeriksa:

a. pemenuhan Ketentuan Asal Barang Indonesia (Rules
of Origin of Indonesia) sesuai dengan ketentuan yang
ditetapkan dan/atau perjanjian internasional yang
disepakati; dan

b. kelengkapan dan keabsahan dokumen permohonan
penerbitan SKA.

Pejabat Penerbit SKA dapat melakukan pemeriksaan

lapangan terhadap pemenuhan Ketentuan Asal Barang

Indonesia (Rules of Origin of Indonesia) sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk:

a. permohonan SKA yang pertama; dan/atau

b. permohonan SKA yang diragukan asal Barang yang

akan diekspor.



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

1L 2018, No.157

Pasal 13

Dalam hal hasil atas penelitian dan pemeriksaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dinyatakan telah
memenuhi ketentuan, lengkap, dan benar, Pejabat
Penerbit SKA memberikan persetujuan untuk penerbitan
SKA.

IPSKA menerbitkan SKA paling lambat 1 (satu) hari kerja
terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan
penerbitan SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
secara lengkap dan benar.

Dalam hal hasil atas penelitian dan pemeriksaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dinyatakan tidak
memenuhi ketentuan, lengkap, dan/atau benar, IPSKA
menyampaikan penolakan penerbitan SKA paling lambat

1 (satu) hari kerja.

Pasal 14
Penerbitan SKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
ayat (1) dicetak pada Formulir SKA asli yang diperoleh dari
[PSKA dan ditandatangani Pejabat Penerbit SKA.
Ketentuan mengenai tata cara untuk memperoleh Formulir

SKA asli dari IPSKA diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 15

Dalam hal ketentuan dalam perjanjian internasional yang
telah disepakati menyatakan bahwa pertukaran data SKA
dilakukan secara elektronik, penerbitan SKA sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dapat dilakukan dalam
bentuk SKA Elektronik.

SKA Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memiliki kekuatan hukum yang sama dan dapat digunakan
oleh Eksportir sebagai dokumen pendukung ekspor Barang

Asal Indonesia.

Pasal 16
Dalam hal Eksportir ingin mengajukan perubahan SKA yang
telah diterbitkan, Eksportir mengajukan permohonan
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penerbitan SKA perubahan kepada IPSKA dengan tembusan
kepada Direktur.
Perubahan data dapat dilakukan dalam hal Barang belum

dikeluarkan dari kawasan pabean di negara tujuan ekspor.

Penerbitan SKA perubahan dapat dilakukan dalam hal tidak

mengubah:

a. nama dan alamat eksportir;

b. keterangan, tanda, label, dan nomor pada kemasan
Barang;

c. jenis pada kemasan Barang;

d. kriteria asal Barang; dan/atau

e. nama IPSKA.

Permohonan penerbitan SKA perubahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) bagi Eksportir yang merupakan

lembaga atau badan usaha harus dilengkapi dengan hasil

pindai/ scan dokumen asli:

a. invoice perubahan; dan

b. packing list.

IPSKA wajib memeriksa keabsahan dokumen permohonan

yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

terhitung S (lima) hari kerja sejak tanggal permohonan SKA

Perubahan.

Dalam hal keabsahan dokumen sebagaimana dimaksud

pada ayat (5) telah terpenuhi, IPSKA wajib menyampaikan

kepada Direktur untuk mendapatkan persetujuan SKA

perubahan secara tertulis paling lama 3 (tiga) hari kerja.

Direktur memberikan persetujuan SKA perubahan secara

tertulis paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal

penyampaian hasil pemeriksaan SKA perubahan oleh IPSKA.

IPSKA wajib menerbitkan SKA perubahan berdasarkan

persetujuan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (7)

paling lama 3 (tiga) hari kerja.

Pasal 17
Dalam hal terdapat keraguan terhadap SKA, otoritas yang

berwenang di negara tujuan ekspor dapat mengajukan
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permintaan verifikasi mengenai keabsahan dan kebenaran
data dan/atau keterangan dalam SKA.

Permintaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Direktur.

Berdasarkan permintaan verifikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Direktur meminta kepada IPSKA untuk
melakukan verifikasi terhadap SKA.

Berdasarkan permintaan Direktur sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), IPSKA dapat meminta klarifikasi kepada
Eksportir mengenai keabsahan dan kebenaran data
dan/atau keterangan dalam SKA.

Eksportir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib
menyampaikan tanggapan atas verifikasi SKA kepada IPSKA
paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak
tanggal permintaan verifikasi.

Tanggapan atas keraguan mengenai keabsahan dan
kebenaran data dan/atau keterangan dalam SKA
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan
oleh IPSKA kepada otoritas yang berwenang di negara tujuan
ekspor dengan tembusan kepada Direktur paling lama 30
(tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal dikirimkannya

permintaan verifikasi yang disampaikan oleh Direktur.

Pasal 18

Dalam hal masih terdapat keraguan atas tanggapan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6), otoritas
yang berwenang di negara tujuan ekspor dapat mengajukan
permohonan kunjungan verifikasi kepada Direktur.
Kunjungan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Direktur.
Pelaksanaan kunjungan verifikasi oleh otoritas yang
berwenang di negara tujuan ekspor harus didampingi oleh
pejabat IPSKA terkait dan Eksportir yang bersangkutan.
Pelaksanaan kunjungan verifikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dapat didampingi oleh pejabat di Direktorat

Jenderal Perdagangan Luar Negeri.
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Pasal 19

Sanksi penangguhan penerbitan SKA berikutnya dikenakan

terhadap:

a. Eksportir yang tidak menggunakan SKA Preferensi
dan/atau SKA non-Preferensi untuk mengekspor Barang
tertentu; dan/atau

b. Eksportir yang tidak menyampaikan:

1. hasil pindai/scan dokumen asli Bill of Lading (B/L)
atau Air Way Bill (AWB) sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (5); dan/atau

2. tanggapan atas verifikasi sebagaimana dimaksud

dalam pasal 17 ayat (5).

Pasal 20
Ketentuan dan tata cara penerbitan SKA selain tunduk pada
ketentuan Peraturan Menteri ini juga tunduk pada ketentuan
lain yang ditetapkan dan/atau perjanjian internasional yang

disepakati.

Pasal 21
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, SKA yang
telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 22/M-DAG/PER/3/2015 tentang Ketentuan dan Tata
Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal
Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 528), dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa

berlakunya berakhir.

Pasal 22
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/3/2015 tentang
Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal
untuk Barang Asal Indonesia (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 528), dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.
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Pasal 23
Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 Januari 2018

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Januari 2018

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN 1

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG

KETENTUAN DAN TATA CARA PENERBITAN SURAT
KETERANGAN ASAL UNTUK BARANG ASAL INDONESIA

BARANG EKSPOR TERTENTU YANG EKSPORNYA WAJIB DISERTAI
DENGAN SURAT KETERANGAN ASAL (CERTIFICATE OF ORIGIN)
INTERNATIONAL COFFEE ORGANIZATION (FORM SKA ICO)

NOMOR URAIAN
POS TARI®
(HS)

0901 Kopi, digongseng atau dihilangkan kafeinnya maupun
tidak; sekam dan kulit kopi; pengganti kopi mengandung
kopi dengan perbandingan berapapun.

Kopi, tidak digongseng:

0901.11 - Tidak dihilangkan kafeinnya:

0901.11.10 -- Arabika WIB atau Robusta OIB

0901.11.90 -- Lain-lain

0901.12 - Dihilangkan kafeinnya:

0901.12.10 --Arabika WIB atau Robusta OIB

0901.12.90 —Lain-lain
Kopi, digongseng;

0901.21 - Tidak dihilanglkan kafeinnya:

0901.21.10 --Tidak ditumbuk

0901.21.20 --Ditumbuk

0901.22 - Dihilangkan kafeinnya:

0901.22.10 --Tidak ditumbuk

0901.22.20 --Ditumbuk

0901.90 —Lain-lain

0901.90.10 --Sekam dan selaput kopi

0901.90.20 --Pengganti kopi mengandung kopi

2101 Ekstrak, esens dan konsentrat, dari kopi, teh atau mate
dan olahan dengan dasar produk ini atau dengan dasar
kapi, teh atau mate; chicory digongseng dan pengganti kopi
yang digongseng lainnya, dan ekstrak, esens dan
konsentratnya.

Ekstrak, esens dan konsentrat kopi, serta olalhian dengan
dasar ekstrak, esens atau konsentrat kopi atau eolahan
dengan dasar kopi:
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2101.11 - Ekstrak, esens dan konsentrat:
2101.11.10 --Kopi instan
2101.11.90 --Lain-lain
2101.12 -Olalian dengan dasar ekstrak, esens atau konsentrat atau
olahan dengan dasar kopi:
2101.12.10 --Campuran dalam bentuk pasta dengan bahan ground
roasted coffee, mengandung lemak sayuran
2101.12.91 —- Olahan kopi dengan dasar ekstrak, esens atau

konsentrat, mengandung tambahan gula, mengandung
krinter maupun tidak

2101.12.92 -=-- QOlahan kopi dengan dasar kopi gongseng, ditnmbulk
mengandung tambahan gula, mengandung krimer maupun
tidak

2101.12.99 -==- Lain-lain

(BTKI 2017)

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

td.

ENGGARTIASTO LUKITA
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LAMFIRAN I

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG

KETENTUAN DAN TATA CARA PENERBITAN
KETERANGAN ASAL UNTUK BARANG ASAL INDONESIA
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Nilai CIF pada saat impor (dari negara rion-member) atau harga paling awal yang dibayarkan untuk semua

bahan non originating, bagian atan hasil produksi yang tidak berasal atau diperaleh aleh produsen.

Termasuk bahan non-erigmating yang belum ditentulcan eriginnya, namun tidak termasule dalam bahan

yang diproduksi sendiri,

Nilai asal bararig, bagian atau hasil yang diperolel ataw diproduksi dari Negara Membier:

Nilai asal barang, bagian atau hasil yang diperaleh atau diprodulesi sendirt dari Dalam Negeri,

Termasuk upah. remurnerasi dan tunjangan karyawan lainuya

Taotal biaya averhead

- Biaya yang dikeluarkan untule menempatkan barang di kdpal atau sarafia transportasi lainmya, taru

tidak terbatas pada biaya transportasi dalam negeri, penyimpanan dan pergudangsn, penanganan
pelabuhan, biaya perantarailan biaya layanan (apabila menggunalkan FOR)
- Apabila menggunakan skema Bx-work Price, maka untule komponen biaya transportasitidak disertakarn,

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

www.peraturan.go.id
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LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG

KETENTUAN DAN TATA CARA PENERBITAN SURAT
KETERANGAN ASAL UNTUK BARANG ASAL INDONESIA

TATA CARA PENGISIAN DATA MELALUI E-SKA
1. SKA PREFERENSI
A. PENJELASAN UMM

KETENTUAN ASAL BARANG (RULES OF ORIGIN)
DALAM HAL SKA PREFERENSI

1. Definisi:

i. Bahan atau barang originating merupakan bahan atan barang
yang memenuli Ketentuan Asal Barang (Rules of Origin) sesuai
masing-masing perjanjian atan Xketentuan internasional yang
disepakati.

ii. Bahan atau barang non originating merupakan bahan atau barang
yvang tidak memenuhi Ketentuan Asal Barang (Rules of Origin)
sesuai masing-masing perjanjian atau kesepakatan internasional
vang disepakati.

iii. Penerbitan Invoice Dari Negara/ Pihak Ketiga yang selanjutnya
disebut Third Country Inwvoicing/ Third Party Inwvoicing adalah
penerbitan invoice oleh perusahaan lain yang berlokasi di negara
ketiga (baik Negara Anggota atau bukan Negara Anggota) atau
yang berlokasi di negéra yang sama dengan negara tempat
diterbitkannya SKA.

iv. Back-To-Back Certificate of Origin atau Movement Certificate adalah
SKA yang diterbitkan olehh Negara Anggota pengekspor kedua
berdasarkan SKA yang diterbitkan oleh Negara Anggota
pengekspor pertama.

v. Tanggal Eksportasi atau Tanggal Pengapalan adalah tanggal Bill of
Lading untuk moda pengangkutan laut, tanggal Air Way Bill untuk
moda pengangkutan udara, atau tanggal dockumen pengangkutan
darat untuk moda pengangkutan darat.

vi. Harmonized Commodity Description and Coding System yang
selanjutnya disebut Harmonized System (HS) adalah standar
internasional atas sistem penamaan dan pencmoran yang
digunakan wuntuk pengklasifikasian preduk perdagangan dan
turunannya yang dikelola olelh World Customs Org anization
(WCO).

2. Untuk dapat menggunakan Tarif Preferensi, barang yang diekspor
harus memenuhi Ketentuan Asal Barang (Rules of Origin).

3. Ketentuan Asal Barang (Rules of Origin) meliputi:

a. kriteria asal barang;
h. kriteria pengiriman langsung; dan

www.peraturan.go.id
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¢. ketentuan prosedural.

4. Dalam hal barang ekspor tidak memenuhi Ketentuan Asal Barang

(Rules of Origin), maka barang ckspor tersebut tidak dapat
dikenakan tarif bea masuk preferensi.

. Kriteria asal barang sebagaimana dimaksud dalam Poin 2 huruf (a)

meliputi:

a. barang vang seluruhnya diperoleh atau diproduksi di sata
Negara Anggota (Wholly Obtained atau Wholly Produced), yaitu
bharang-barang yang dikategorikan sebagai berikut:

i. Tanaman dan produk tanaman, terimasuk buah- buahan,
bunga, sayuran, pohon, rumput laut, jamur, dan tanaman
hidup lain yang ditumbuhkan dan dipanen, dipetik atau
diperoleh di satu Negara Anggota pengekspor;

ii. Binatang hidup, termasuk mamalia, burung/ unggas, ikan,
krostasea, moluska, reptil, bakteri, dan virus, lahir dan
dibesarkan di satu Negara Anggota pengekspor;

iii. Proeduk yang diperoleh dari binatang hidup di satu Negara
Anggota pengekspor;

iv. Hasil perburuan, perangkap, pemancingar, pertanian dan
peternakan, budidaya air, pengumpulan atau penangkapan
yang dilakukan di satu Negara Anggota pengekspor;

v. Mineral dan produk alam lainnya, selain angka i sampai
uruf” iv, diekstraksi atau diambil dari tanah, perairan,
dasar laut, atau di bawahnya,

vi. Hasil penangkapan ikan di laut yang diambil oleh kapal
yang terdaftar di satu Negara Anggota dan berbendera
negara tersebut, dan produk lain yang diambil dari perairan,
dasar laut atau di bawahnya di luar wilayah perairan
teritorial (misal Zona Ekonomi Eksklusif Negara Anggota,
sepanjang Negara  Anggota memiliki hak untuk
mengeksploitasi perairan, dasar lant dan -dibawahnya
tersebut sesuai dengan hukum internasional;

vii. Hasil penangkapan ikan di laut dan preduk laut lainnya dari
laut lepas oleh kapal yang terdaftar di satu Negara Anggota
dan berbendera Negara Anggota tersebut;

viii. Produk yang diproses dan / atau dibuat di kapal pengolahan
hasil laut (factory ship) yang terdaftar-di satu negara anggota
dan Dberbendera Negara Anggota, hanya dari produk
sebagaimana dimaksud pada angka vii;

ix. Barang yang dikumpulkan, tidak dapat lagi berfungsi sesuai
fungsinya semula, tidak dapat dikembalikan kepada fungsi
semula atau tidak dapat diperbaiki dan hanya cocok nntuk
dibuang atau digunakan sebagai bahan baku, atau untuk
tujuan daur ulang;

X. Sisa dan scrap yang berasal dari proses produksi di satu
Negara Anggota pengekspor atau barang bekas yang
dikumpulkan di satu Negara Anggota pengekspor, asalkan

www.peraturan.go.id
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barang tersebut hanya cocok untuk diambil bahan mentah;
dan

xi. Barang yang dipreduksi atau diperoleh di satu Negara
Anggota pengekspor dari produk sebagaimana dimaksud
dalam angka i sanmpai huruf xi;

b. barang yang diproduksi di Negara Anggota dengan hanya
menggunakan bahan originating dari satu atau lebih Negara
Anggota;

c. barang yang proses produksinya menggunakan bahan non
originating dengan hasil akhir memiliki:

i. kandungan regional atau bilateral yang mencapai sejumlah
nilai tertentu yang dinyatakan dalam persentase; atau

ii. kandungan bahan non originating yang tidak mielebihi nilai
tertentu yang dinyatakan dalam persentase,

Nilai yang diperhitungkan dalam kandungan regional atau

bilateral  (sesuai dengan  peganjian  internasionalnya)

sebagaimana dimaksud pada angka (i) adalah:

1. Biaya Bahan Baku berupa nilai Cost, Insurance, and Freight
(CIF) dari bahan, bagian, atau barang originating, atau yang
diproduksi sendiri oleh produsen dalam proses produksi
barang;

2. Nilai bahan, bagian, atau barang non-originating, adalah:

a) Nilai CIF dari nilai bahan, bagian, atau barang non-
originating pada saat importasi, atau

b) Harga pasti yang pertama dibayarkan (the earliest
ascertained price paid) untuk semua bahan yang tidak
dapat ditentukan keasalannya di wilayah Negara Anggota
dimana pengerjaan atau proses berlangsung;

8. Biaya Tenaga Kerja Langsung meliputi upah, remunerasi,
dan tunjangan-tunjangan tenaga kerja lainnya yang terkait
dengan proses produlksi;

4. Perhitungan Biaya Ovwerhead Langsung diantaranya tidak
terbatas pada aset tidak bergerak (real property item) yang
terkait dengan proses produksi (asuransi, sewa dan leasing
pabrik, penyusutan mnilai bangunan, perbaikan dan
pemeliharaan, pajak-pajak, dan bunga hipotik); pembayaran
bunga dan sewa untuk pabrik dan perlengkapan; keamanan
pabrik; asuransi (pabrik, perlengkapan dan bahan-bahan
yang digunakan dalam produksi barang); utilitas (energi,
listrik, air dan utilitas lainnya yang secara langsung
ditujukan unntuk proses produksi barang); penelitian,
pengembangan, ‘rancangan dan rekayasa; cetakan (moulds
dan dies), perkakas dan penyusutannya, pemeliharaan dan
perbaikan pabrik dan perlengkapan, royalti atau lisensi
(terkait dengan paten mesin atau proses yang digunakan
dalam pembuatan barang atau hak untuk memproduksi
barang), pemeriksaan dan pengujian bahan dan barang,
penyimpanan dan penanganan di pabrik, pembuangan
limbah yang dapat didaur ulang dan unsur-unsur biaya

www.peraturan.go.id
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dalam menghitung nilai bahan baku, yaitn biaya bongkar
muat dan beéa masuk serta pajak dalam rangka impor
lainnya;

5. Keuntungan; dan

6. Biaya lainnya (seperti biaya transportasi barang dari pabrik
ke pelabuhan muat dalam hal dasar perhitungan kandungan
keasalan barang adalah nilai free-on-board (FOB),

d. barang yang proses produksinya menggunakan bahan non
originating dan selurull bahan non originating tersebut harus
mengalami  perubahan  klasifikasi (Change in  Tariff
Classification/ CTC) sesuai masing-masing perjanjian atau
kesepakatan internasional.

CTC meliputi:
i. Change in Chapter (CC), yaitu perubahan pada bab (2
(dua) digit pertama pada HS);
ii. Change in Tariff Heading (CTH) , yaitu perubahan pada
pos (4 (empat) digit pertama pada HS); atau
fii. Change i Tariff Sub-Heading (CTSH) , yaitu perubahan
pada subpos (6 (enam) digit pertama pada HS); dan/atau

e. barang yang proses produksinyva menggunakan bahan non
originating dan bahan non originating tersebut mengalamii
perubahan melalui proses tertentu (specific process) sesuai
masing-masing perjanjian atau kesepakatan internasional.

6. Kriteria pengiriman langsung sebagaimana dimaksud dalam angka
2 huruf b meliputi:
a. barang ekspor dikirim langsung dari Negara Anggota yang
menerbitkan SKA ke negara pengimpor; atau
b. barang ekspor dikirim dari Negara Anggota vang mienerbitkan
SKA melalui negara lain (transit atau transhipment) dengan
ketentuan
i. barang ekspor tersebut tidak mengalami proses pengolahan
di negara transit selama melakukan transit/transhipment,
kecuali proses bongkar muat, penyimpanan, atau proses
lain yang ditujukan untuk menjaga kualitas dan/atau
keamanarn barang;
ii. barang ekspor tersebut tidak mengalami proses jual beli
atau kegiatan komersial di negara transit; dan
fii. transit/transhipment dilakukan  semata-mata karena
pertimbangan geografis, ekonomniis, dan keperluan logistik.

7. Ketentuan prosedural sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf
(¢) yang berkaitan dengan penerbitan SKA dengan Formulir SKA,
haros memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a, diterbitkan dalam Bahasa Inggris dengan bentuk, jumlah
lembar dan format fertentu termasuk halaman depan dan
halaman sebalik SKA (overleaf notes);

www.peraturan.go.id
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b. memunat nomor referensi, tanda tangan pejabat yang berwenang,
dan stempel resmi dari Instansi Penerbit SKA negara
pengekspor;

c. ditandatangani oleh eksportir;

d. diterbitkan dengan batasan waktu tertentu;

e. dicantumkan kriteria asal barang untuk tiap-tiap jenis barang
dalam hal SKA mencantumkan lebih dari 1 (satu) jenis barang,

f. kolomi-kolom pada SKA diisi sesuai ketentuan pengisian pada
halaman sebaliknya SKA (overleaf notes);

g. SKA vang tidak diterbitkan pada saat atau segera setelah
Tanggal Eksportasi atau Tanggal Pengapalan dicantumkan
tanda/tulisan/cap "ISSUED RETROACTIVELY" atau "ISSUED
RETROSPECTIVELY' ; dan

h. SKA berlaku selama 1 (satu) tahun fterhitung sejak tanggal
penerbitan,

8. Terhadap SKA yang diterbitkan menggunakan Third Party
Invoice/ Third Country Invoice, selain merngikuti ketentuan
prosedural sebagaimana pada angka 6, juga mengikuti ketentuan
sebagai berikut:

a. penggunaan Third Party Ivoice/ Third Country Invoice harus
dicantumkan dalam SKA;

b. nama perusahaan dan negara pihak ketiga harus dicantumkan
dalam SKA; dan

¢. jika diwajibkan oleh perjanjian atau kesepakatan internasional
terkait, nomor invoice pihak ketiga dicantumkan dalam SKA.

9. Dalam1 hal SKA yang diterbitkan hilang atau rusak sebelum
diserahkan kepada Pejabat kepabeanan untuk penyelesaian impor,
Instansi Penerbit SKA dapat menerbitkan SKA pengganti dengan
ketentuan sebagai berikut:

a. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 7;

b. diberi tanda/tulisan/cap "CERTIFIED TRUE COPY" dalam kotak
yang telah disediakan pada lembar SKA;

¢. tanggal penerbitan SKA pengganti harus sesuai dengan tanggal
penerbitan SKA yang hilang atau rusak; dan

d. diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun
terhitung sejak tanggal penerbitan SKA yang hilang atau rusak.

10.Dalam hal terdapat kesalahan pengisian SKA atas SKA yang telah
diterbitkan, koreksi dilakukan dengan cara menerbitkan SKA barun.

11. Dalam hal perjanjian perdagangan internasional yang bersifat
regional, Instansi Penerbit SKA di negara transit yang merupakan
Negara Anggota dapat menerbitkan SKA Back-to-Back dengan
ketentuan:

a. SKA Back-to-Back dibuat berdasarkan SKA yang diterbitkan
oleh Negara Anggota pengekspor pertama;

www.peraturan.go.id
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b. masa berakhir SKA Back To Back sebagaimana dimaksud pada
huruf a sama dengan masa berakhir SKA yang diterbitkan oleh
Negara Anggota pengekspor pertama;

c. barang vang akan diekspor dengan menggunakan SKA Back-
to-Back, tidak melewati proses pengolahan lebih lanjut di
negara pengekspor kedua, kecuali :

i. untuk pengemasan kembali atau kegiatan-kegiatan logistik
seperti pembongkaran, pemuatan kembali, penyimpanan;
danjatan

ii. kegiatan operasional lainnya yang diperlukan untuk
menjaga kualitas produk ataupun untuk keperluan
pengangkutan ke negara pengimpor;

d. total jumlah barang yang tercantum pada SKA Back-to-Back
tidak boleh melebihi jumlah barang yang tercantum pada SKA
pertama; dan

e. nama eksportir yang tercantum pada SKA Back-to-Back harus
sama dengan pama eksportir yang tercantum pada SKA
pertama.

12. Akumulasi
1. Barang originating dari Negara Anggota yang digunakan sebagai
bahan baku untuk suatu barang jadi di Negara Anggota lain
yang memenuhi Ketentuan Asal Barang untuk memperoleh tarif
preferensi, harus dianggap sebagai barang originating negara
tempat di mana proses produksi barang jadi dilakukan.
9.Dalam hal perjanjian ASEAN, dimana nilai RVC bahan baku
kurang dari 40% (empat puluh persen), milai yang dapat
diakumulasikan dalam perhitungan RVC ASEAN sebagai partial
cumulation adalah nilai kandungan domestik negara pengekspor
bahan baku yang besamya tidak kurang dari 20%. (dua pulul
persen).
18. Proses dan pengerjaan minimal (Minimal Operation)
1. Proses atau pengerjaan berikut ini dianggap sebagai minimal
dan tdak dapat diperhitiingkan dalam menentukan
perhitungan dan status originating suatu Barang Negara
Anggota. Minimal Proses adalah proses yang bertujuan untuk :
a) Memastikan barang berada dalam kondisi baik untuk
keperluan penyimpanan atau pengangkutan;

b) Memfasilitasi pengiriman atan pengangkutan; dan

c) Keperluan pengemasan atau penyajian barang untuk
dijunal.

2. Suatu barang originating dari Negara Anggota yang diekspor ke
Negara Anggota lain, tetap dianggap sebagai originating Negara
Anggota pertama apabila pengerjaan yang dilakukan tidak
melebihi pengerjaan sebagaimana dimaksud pada angka 1.

14. DeMinimis

1. Dalam hal suatu barang jadi menggunakan kriteria asal
barang CTC, bahan baku non originating yang nilainya tidak
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melebihi suatu nilai tertentu dari nilai barang jadinya sesuai
dengan niasing-masing pérjanjian dan ketentuan
internasionalnya, tidak wajib mengalami perubahan tarif
klasifikasi.

Dalam hal suatu barang jadi menggunakan kriteria asal
barang kandungan nilai regional atau bilateral, nilai bahan
baku non originating sebagaimana dimaksud pada angka (1)
harus tetap diperhitungkan.

15. Perlakuan terhadap kemasan

1.

2.

Kemasan untuk penjualan eceran :

a) Dalam hal barang menggunakan kriteria asal barang
kandungan nilai regional atau bilateral, nilai pengemasan
untuk penjualan eceran harus ikut dihitung sebagai
komponen nilai barang apabila pengemasan tersebut
dianggap membentuk keseluruhan barang.

b) Dalam hal barang menggunakan kriteria asal barang CTC,
kemiasan untuk penjualan eceran, apabila diklasifikasikan
dalam satu pes tarif dengan barangnya, tidak
diperhitungkan dalam menentukan asal barang.

Kontainer dan kemasan yang khusus digunakan untuk tujuan

pengangkutan tidak diperhitungkan untuk penentuan

keasalan barang.

16. Aksesoris, Spare Part dan Peralatan

1.

N

Dalam hal suatu barang menggunakan kriteria asal barang

CTC atau proses khusus, keasalan dari spare part, aksesoris,

peralatan dan petunjuk/mianual atau informasi lainnya yang

disertakan dengan barang tersebut tidak diperhitungkan
dalam menentukan originating suatu barang apabila:

a) Aksesoris, spdre part, peralatan dan petunjuk/manual
atau informasi lainnya tersebut tidak dalam dnvoice yang
terpisali dengan barangnya, dan

b) Jumlah dan nilai aksesoris, spare part, peralatan dan
instruksional atau manual informasi lainnya tersebut
wajar.

Dalam hal suatu barang menggunakan kriteria asal barang

kandungan nilai regional atau bilateral, nilai dari aksesoris,

spare part, peralatan, dan instruksi atau petunjuk/manual
atan informasi lainnya harus diperhitungkan sesuai dengan

Kriteria Asal Barang masing-masing.

B. JENIS, BENTUK DAN TATA CARA PENGISIAN FORMULIR
SURAT KETERANGAN ASAL (SKA) PREFERENS]

1. GENERALIZED SYSTEM OF PREFERENCES

1.1.Negara Tujuan:

L.

3

Australia

. Belarus
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Kanada

Eall S

Ieeland

Jepang

Selandia Baru

Norwegia

Rusia

. Switzerland termasuk Liechtenstein

10. Turki

11. Amerika Serikat

12. Uni Eropa (European Uriion):

Austria, Belgia, Bulgaria, Belanda, Cyprus,
Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Hongaria,
Italia, Irlandia, Inggris, Jerman, Luksembuirg,
Latvia, Lithnania, Malta, Perancis, Polandia,
Portugal, Rumaria, Spanyal, Slovakia, Slovenia,
Swedia dan Yunani.

N oo

1.2,  Mutu:
Kertas tulis yang tidak mengandung Pulp Mekanis, yang
beratnya tidak kurang dari 25 Gram /m?.

1.8. Ukuran;
210 x 297 mm

1.4.Warna Kertas dan Peruntukan Fermulir SIKA:

s Hijau muda (lembar asli), untuk Importir
(sebagai dokumen pengapalan/shipping document).

+ Putihi (lembar kedua), untuk [nstansi Penerbit.
» Putih (lembar ketiga), untik Ekspoitir.

» Putih (lembar keempat), untuk Kepahbeanan di negara tujuar
ekspor.
o Putih (lembar kelima), untuk arsip.

1.5.Bentuk
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1. Goods consigned fom (Exporiers business niame. adidress, | Refarence No
country) BENERALIZED SYSTEM OF PREFERENCES
CERTIFICATE OF ORIGIN
{Combined declaration and certificate)
2. Gonds consigned ta (Cansignes's name, add intry) FORMA
A T i
ooy
Ses nates cveneal
3 Weans of transgort and rocte (a3 far a5 known) & For offica use
5 ltert | 8. Marks and | 7. N and kind of packages. description of gosds | 8. Odgin 9, Gross 0. Nurrber
T numbers of ' ontEnen weight and date
bear packages {s2e Noles ex othes of wyvouces
qusntity
1. Cartification 12 Declaration by the exporter
1Lis nensby certfied, on the basis of contol camed out, The undersigned heredy ceclaces inat the above detalls
thar the daclaranion by the axporiar is comest and sateetents Sre corect that Sl the goods were produced
oy
and that they comply with the ongin mequinements specfied for
thosa goods in T Genesized Systen of Freferentes for
goos epcrted 45
IMpOMing Sy}
mm;ﬁmmmvmm o Placs 3nd date, Mgnaure of ALNOMTeS Egnatery

1.6.Tatacara Pengisian
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NOTES (2013)
L Conutrie: which accept Form A for the parposes of the Censralized Syotem of Prefarsnce: (GSP);
Austraba® Envpun!}nm Framce Netherlmds
Beluua Gerouny Podand
Canada B-lgizm Gence Pormugal
[oeland Bulzana Py Rowumia
New Zs o Cyprus Italy Sovers
» Crech Rapublic Latiaa Spxn
Rasuian Faderation Litbmania Sweden
S e luding Liechtenstem®#* Estoma Lirzsmisourg United Kmgdoen
Trarey Finlamd Maley
Urated Stites of America®™* ™"
Fﬂ&vaﬁdﬁcoﬂmmaﬁm@umﬁuc@hmma obraable the dezigared
mchodities w the exporiing prefe or from the customs outhoricie: of the prefevence-giving

countries Hztad above _{niﬁnn-anmi:akonbmﬂa_ﬁmhbmma
IL Gegeral condition:
Tomﬁhmmannt
dun a deacri Gr ligible for poef ¢ 1o the country of desnnaner The deconphon
nmduhhnmhmﬁaﬂhhhdhwﬂc&po&h&bh%byhmoﬁea

exxmming them:
) w@!ymﬁ&-nluﬂmot&.mof’m Each mnde m 3 consigmnent munt qualify

wmiamx\dmand!

© comply with the consigmment conditicn: specified by the commry of d 1. products wxt be
sonagned doect fom the fry ofn;,_ 1o the Mmhmm
countries Jcoept pat Suough © =1 1 nmm (For Amtraba doect
Wumu«sm}

518 Eunrries to be inade io Box 8

Prefersmnce products mmot either be wholly obtamed wm accordimics wath the rules of the comntry of destnation or
Mwﬁdwpmudw&]ﬁl&md&nm*mmh
wiolly ok d- for o ail 2es Listed 1 S T ecrer the lever P an Box § (fx
AwhandededBexSm&hﬁM
&) Paodact: sufficently worked or procesed; for sxpot 1o tha comtnes speafed below, tha entrvy ;m Box §
shonid be 2t follows:

(1) Unsted Seates of A for smzle Yy shap enter the letter Y m Sox 8, for dupment: Som
recognized asteciations of counties, ester the letter “Z". followred by the sum of the cozt or valne of the
demestic materialy and the dimect cont of procesang, maxmﬁﬁummd
tha exported products; (example “Y™ 5% o "Z7 35%),

2y Camadx hmﬂmhwmamﬁmwﬂm‘ummmhm&p&

Lt developad country, enter lettes “G™ i Box §, othervise T
) I«MMWUMMM.MMMMTW enter the

lester W™ = Bex § followed by the H. and codme  system
mwsmmnhwhaahwm(mu'wgua )

4 Rovaom Federation for modncts which mclods talue 2dded o tie sxporting prefeence-secerming
conntry, mhw&ﬁ”mhswmdhﬂawludw qaly and

epre=ad a5 3 paycentage of the fob price of the exported products (exampia ™Y~ 33%) for product
obm;tmxg&m«mwndw&ﬁwpvmﬂuuamﬁ.w&m

(5) Anstraliy and New Zealand comgplenan of Box § s not reguaved. It 10 sufficent that 2 declaration be
properly made m Sox 12

" kmﬂhmwhbwm&:ﬁmwmmmmw Foem A, accompaied
by the ice, 18 m Btep Tt official cemification i oot requirad

o mm:um

Lot The Proscpality of Lichtswstaln fooms, purwasm 30 the Treafy of 29 Mool 10230 & custorss mibon with Switssriasd

Lo The Urntae Suates closs ot regeze GSP Torm A A dac laration g fonk all permnent detsiled infmation concerming
the prodocmion or mumnScnre of the mechandtie s copudaed soificiant caly tf reguestad by de Syricr collector of
Customn
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Kelom
(“Box”)

Substansi yang Dicantumkan

1 Nama, alamat lengkap dan negara eksportir.

2 Nama, alamat lengkap dan negara impotir.

3 Tempat, tanggal pengapalan, alat angkut yang digunakan, nama
perusahaan
angkut, pelabuhan dan pelabuhan tujuan.

Iy

Catatan Pejabat Instansi Penerhit.

Nomor urut Barang,

Tanda dan jumlah kemasan.

Jumlah dan jenis kemasan serta uraian barang secara jelas.

Q] N & @«

- Produk Wholly Obtained
- Untuk semua negara - Kode “P” (seluruhiiya berasal dari
negara pengekspor dan tidak mengandung komponen
impor);
- Produk yang merupakan hasil produksi (Not Wholly Obtained)
- Untuk Amerika Serikat

— Jika merupakan pengiriman darl banya sata negara -
Kode “Y™ dan diikuti dengan jumlah biaya atau nilai
material domestic dan biaya produksi, dituliskan dalam
persentase ex-factory price Barang ekspor.

- Jika merupakan pengiriman dari asosiasi negara yang
dikenali — Kode “Z” dan diikuti dengan jumlah biaya atau
nilai material domestic dan biaya produksi, dituliskan
dalam persentase ex-factory price Barang ekspor.

- Untuk Kanada

— Jika memenuhi origin criteria proses produksi pada lebill
dari satu negara Least Developed Countries, Kode “G”.

— Jika tidak memenuhi origin criteria proses produksi
pada lebily dari satu negara Least Developed Countries,
Kode “F”.

- Untuk Iceland, Uni Eropa, Jepang, Norway, Switzerland
termasuk Liechtenstein, dan Turki ) _

— Kode “W” diikuti dengan kode HS Barang ckspor dalam 4
digit.

- Untuk Rusia

— Kode “Y” diikuti dengan besarnya prosentase jumlah
nilai material/bahan impor yang berasal dari negara
bukan peserta atan tidak diketahui asalnya,
dibandingkan dengan mnilai FOB dari produk yang
diekspor.

— Kode “Pk” jika Barang ekspor diproses di lebih dari satu
negara.

9 - Berat kotor atau jumlah dalam satuan lain.

10 Nomor dan tanggal Invoice

11 - Tempat dan tanggal diterbitkan,
- Tanda tangan Pejabat yang berwenang menandatangani, serta
- Stempel khusus SKA dari Instansi Penerbit.

12 - Negara asal

- Negara pengimpor

- Tempat, tanggal pengisian, dan
= Tanda tangan eksportir.




2018, No.157

2. GLOBAL SYSTEM OF TRADE PREFERENCE CERTIFICATE OF ORIGIN
(GSTP)

2.1.

AL

2.4,

-30-

Negara Tujuan:

1. Algeria 16. Guyana 32. Rep. Of Korea

2. Argentina 17. India 33. Singapore

3. Bangladesh 18, Iran 34, Sri lanka

4. Benin 19. Iraq 35.  Sudan

5. Belivia 20. Lihya 36. Thailand

6. Brazil 21. Malaysia 37. 'Trinidad & Tobago

7. Cameroon 22. Mexico 38. Tumnisia

8. Chile 23, Morocco 39 ‘Tanzania

9, Caolonibia 24, Mozambique 4.  Uruguay

10. Cuba 25. Myanniar 41. Venezuecla

11, Democratic 26, Nicaragua 42, Vietnam
People’s 27. Nigeria 43. Zimbabwe
Republic of 28. Paraguay
Korea 29. Pakistan

12, Equador 30. Peru

13. BEgypt 31. Philipines

14, Ghana

15, Guinea

Mutu:

Kertas tulis yang tidak mengandung Pulp mekanis, yvang

beratnya tidak kurang dari 25 Gram /M2.

. Ukuran:

210 x 297 mm
Warna Kertas dan Peruntukan Formulir SKA:

« Putih (lembar asli), untuk Importir

o Putil (lembar kedua), untuk Instansi Penerbit.
« Putih (lembar ketiga); untuk Eksportir

« Putih (lembar keenipat), untuk Kepabeanan di negara tujuan

ekspor.

Ketentuan Fenerbitan

Digunakan untuk ekspor barang tertentu yang termasuk
dalam daftar barang yang telah diberikan keringanan
Bea Masuk (preferensi) kepada negara mnegara
berkembang peserta  “Global System of Trade
Preferences” vang telah ditetapkan -oleli Menteri
Keuangan, dengan ketentuan sebagai berikut:

2.5.1.Barang yang dikerjakan atau diproduksi dengan
menggunakan bahan baku penolong yang diimpor
dati negara-negara bukan peseita “Global System
of Trade Preferences” ataun yang tidak diketahui
asalnya, bahan baku/penclong tersebut nilainya
tidak boleh lebih 50%. dari nilai FOB produk yang
bersangkutai.

2.5.2. Barang vang dikerjakan atau diproduksi dengan
menggunakan bahan baku/penolong yang berasal
dari negara-negara peserta “‘Global System -of
Trade Preferences (Cumulative Rules of Origin)’,
nilai kumulatf bagian dari negara pengekspor

www.peraturan.go.id
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dan bagian yang diimper dari negara- negara
peserta “Global System of Trade Preferences” tidak
boleh kurang 60% dari nilai FOB produk yang

bersangkutan.
2.6. Bentuk
1 Gk oo oot fromt (Fagwrfe s Presiness e wdd s Riefemerneses ™

papnfay )

2 Cioods sunzignad 1o (Consigres's name. whlres, counmy)

GLCEAL SYSTEM OF TRADE PREVERENCES

Certlicate al Ongmn

(Cambinal dedlamtion usd certificae?

[xspeham
eyt
ate oot overleat
I Mean= of trmnspart and mule (us (aras known) 4 Toroflewml ws
S Tandl | & Mirkd nnd | 7 vber aid Lo o i kinss, o dseriplion & ¥ Onigin ¥ Groes 1 Nwmber
ltemni otz of JELCE griteron | ae wwrijelin i e aktis aff
e oz o oo other Il es
e B <quE Ly,
I Teclymtion Ty the e fw 13 Cemificats

Whe wcobimsi gnax] heomehy b cliorss i thee wbwive <detnils mt sbdiomends e coma
uean all ponets wete g s 13

{ g ry )
sl Uvar Moy comply wirds the o vagierenan 15 spedfies] for yime poods n e
Clebal System o Trllde Prelemuees for posds exporiz! o

T i ot g Goaniiry )

It is by conified oo the lusic ol comtl
e deglimanon Iy abe

Gred  am,

1)

ERPITIE 15 Carct

Placz ad date, sigpmie of avthoiseed sigralorny

Plice amd Hole, stgmtme wild stamp  of

aertilying aeibonly

2.7. Tatacara Pengisian
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Kolom

Substansi yang Dicantumkan
("Box")

1 Nama, alamat lenglap dan negara eksportir,

2 Nama, alamat lengkap dan negara impotir,

&8}

Tempat, tanggal pengapalan, alat angkut yang digunakan, nama perusahaan
angkut, pelabuhan dan pelabuhan tujuan.

Catatan Pejabat [nstansi Perierbit.

Tarif yang berlaku untuk jenis barang yang diekspor.
Tanda dan jumlah kemasan.

Nomor dan jenis kentasan serta uraian harang secarajelas.

| | v &S

8 - Kode “A” jika produk tersebut seluruhnya berasal dari negara pengekspor
{tidak mengandung komponen impor).

- Kode “B" dan diikuti dengan besarnya prosentase jumlah nilai
material/bahan yang berasal dari negara bukan peserta atau tidakdiketahui
asaluya, dibandingkan dengan nilai FOB dari produk yang diekspor, jika
produk tersebut tidak selurulinya berasal dari negara pengekspor

- Kode “C" dan diikuti dengan besainya prosentase nilai komponen yang
berasal dari negara-negara peserta GSTP (4é6rtistic46e rules of origin)
dibandingkan dengan nilai FOB produksi yang bersanglkutan..

- Kode “D" dan diikuti dengan besarnya prosentase mnilai impor
material/bahan yang berasal dari negara LDS (Least Developed Countries)

9 Berat kotor atau jumlah dalam satuan lain.

10 Nomor dan tanggal [nvoice

11 - Negaraasal

- Negara pengimpor

- 'Tempat, tanggal pengisian dan tanda tangan eksportir.
Tanda tangan dan stempel perusahaan/eksportir.

12 Tempat dan tanggal, tanda tangan Pejabat yang berwenang menandatangani serta
stempel khusus SKA dari [nstansi Penerbit..

3. ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT (Certificate of Origin “Form D”)
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3:1. Negara Tujuan:
Sehurnh negara anggota ASEAN

3.2. Ukuran:
Standar [SO A4

3.8. Warna Kertas dan Peruntukan Formulir SKA:
o Lembar asli (original), untuk Importir (Customs Authority)

« Lembar kedua (duplicate), untuk Instansi Penerbit
« Lembar ketiga (triplicate), untuk Eksportir

3.4. Bentuk
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Crigival (Duplicate Triplicare)

Safarece el
f Sians sanzonac on (SHRAREES triess rame AST A TRASE iy ST A e vEnT
SMETEE. COUTEIY | ASEAN WD UETRIAL DIaCPEFATION SCHEME
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3/5. Tatacara Pengisian
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(Certificate of origin “FORM E*)

4.1. Negara Tujuan:
Tiongkok dan seluruh negara
anggota ASEAN

4.2, Mutu:
Warna Beige (Pantone dengan color code: 727c¢) untuk
lembar asli (original), Warna Light Green (Pantone dengan
color code: 622¢) untuk lembar kedua (duplicate), ketiga
(triplicate) dan keempat (quadruplicate).

4.3. Ukurart:
ISO A4

4.4, Warna Kertas dan Peruntukan Formulir SKA:

« Warna Beige lembar asli (original), untuk importir
(diserahkan ke Customs Authority imiportir)

« Warna Light Green lembar kedua (duplicate), untuk
instansi penerbit

e« Warna Light Green lembar ketiga (triplicate),
untuk Importir

« Warna Light Green lembar keempat (quadruplicate),
untuk eksportir

4.5. Bentuk
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(Certificate of Origin “FORM AK")

9.1. Negara Tujuan:
Korea dan seluruh negara ASEAN
S:2. Ukuran:
Standar ISO Size A4
. Warna Kertas dan Peruntukan Formulir SKA:
e Putih (lembar asli), untuk lmportir
« Putih (lembar kedua), untuk penerbit
o Putih (lembar ketiga), untuk eksportir
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5.4. Bentuk
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6. ASEAN-JAPAN FREE TRADE AREA
(Certificate of Origin “FORM AJ")

6.1. Negara Tujuan:
Jepang dan seluruh negara ASEAN

6.2. Ukurarn:
Standar ISO Size A4

6.3. Warna Kertas dan Peruntukan Formulir SICA:

e Putih (lembar asli), untuk Ilmportir
o Putih (lembar kedua), untuk penerbit
o Putih (lembar ketiga), untuk eksportir

www.peraturan.go.id
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6.4. Bentuk

Original (Duplicate/Triplicate).

Refarerice No
THE AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC:
PARTNERSHIP AMONG MEMBER STATES OF THE
ASSOCIATION OF SQUTHEAST ASIAN NATIONS AND JAPAN

1, Goods consigned llom (Expantars fame, address, courtry) (AJCEF AGREEMENT)

CERTIFICATE OF ORIGIN

2 Gucds consigned to (Importer'siGonsignee’s name;
address, cauntry) FORM AJ
1ssued in
(Cauritry)
‘See Notes Ovetleal

3. Means of transport and route (as far as known) 4 For Official Use

Prefarential Traatmer Given Under AJCEP

Agreement

Shipment date

[ Prefarential Treatment Not Given (Plzase

Vessslsname/Alroraft ste:
state reason/s)

Paort of discharge

Signature of Authorised Sigriatory of the Imparfing

Country
5 |tem 6 Marks ans! 7 Number and lype of 8 ‘Qrigineriteria | 'S Gross 10 Number and
number rumbars of packages: description of {see Notes wgight date of
Packages goats (includirg quantity overieaf) or ofher quantity’ Invoices

where appropriate and HS and valug (FOB
numbet of the Imparting only when RVC

Party) criterion s used)

12 Certification

11 Declaration by he exparter

The undersigned hereby deciares that the abova
detalls and statemants are corect. fhat all the grods
were producad n

it 18 hereby cerdified, on the basis of control
carmed oul, (kat the deglaration by 'the
exporter 1s cotrect

(Country)

and that they comply with the requiremants
specifiad for these goods n the AICEP Agresment
for the gpods expodad lo

(Importing Cauntry)

Place and date, signdture and stamp of
celifying authotlty

Place and dale, name, signature and company of
authonsed signalony

Third Country Invaicing - Back-{o-Back CO Issued Retrosctively

www.peraturan.go.id
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6.5. Tata Cara Pengisian

OVERLEAF NOTES

1 The follawing counmnes shall use Whis form Tof the purpose of praferenual tadff veaiment under the Agresmeant on Comprenensive
Econamic Parinership ameong Member Statiss of the Ausoctation of Soutrieast Aslan Natiors and Japan (AJCEP Agresment)

SRUNE| DARUSSALAM CAMBODIA INDONESIA, LAQS MALAYSIA

MYANMAR PHILIFPINES BINGAPORE THAILAND VIE TNAM

2 CONDITICNS To enjoy prefsréntial @nft treatment undar the AJCER Agraemen), gooda exponted o any of the Paties to the
AJCEP Agreement should

1) fall witbin a deserpiion of goords ehglole for concesaions in the importing Party:

() somply with \he consignment aonditions In accardante with Article 31 of the AICEP Agreamant, and

[ comply with ttre engin critera m-Chapter 3 of the AJCEF Agreemant.

3. ORIGIN CRITERIA Forf goods that meet the onigin anter the expoiter Should Indizats in box 8 of this Form, the aorigin oritena
mat i tha manmer showrn m the following table

Clieumstanves of produdtion of manufacturs in the cowritty namsd in'box 11 of Insér In box 8
this form
{a] Coods sahstying aubparagraph (c) of Articie 24 of the AICER Agreament “pE"
ib] Whally obtzined goads satisfying Article 25 of the AUCEP Agreement Wo-
(€} Goods satisfylig paragraph 1 of Afticle 2€ of the AJCEPR Agreement “CTH  pr
RVCT

{1l Goods satistying paragraph 2 of Article 26 of the AJCEP Agreemant

- Charge jiv Tariff Classification reTve”

- Regionsl Value Cantent RVCT

- Spegific Processes S

Also. exporters sheuld Indicate the follewing where applicabla:

(gl Guods which comply with Article 28 of 1he AJCER Agreeman “omr
) Goods which comply with Articie 29.0f the ALCER Agresmen ACLT

4 EACH ITEM SHOULD QUALIFY All tems in a consignment should quality separalely In their owin nght  This is of particular
1elevancs wiren siimilat items of diffarant sizes aie exported

5 DESCRIPTION OF GQODS: For ¢ach good, the HS lanfl slassificalion numbér of the importing Party’ should be indicated at the
six-digit level The dest:ﬂp:icn of the gaoosd on 2 certificate of angih should be substantially dentical to the description on the
nverce and, i) ¢ w the under the HE for the good. Wilh respect 1o subhead|ng 2208 80 and 540450, 1n an
excepticnal case where thea gooql is s specific prodiuct fequiring 2 special descriplion (8.4 “sake complund and ccnulung sake
(Minmi of subheading 2208.96" 'heverages with a basis of frud, of an alcohalic stremgth by velume of less than 1% of subhsading
2208 80" ~quilts and ewgerdowns of 83404 907), such descuption of speaific products should be indicalsa

5 FREE-ON-BOARD (FOBY VALUE. The FOB value m Bax € shall be reﬂec!ed anty when the Regmnat Value Cbn!em cﬂlenon s
applied i determining the origin of goods. Inthe case of goods s R by G and h= FORB
valus shall be included-on the Cartificate of Onigin, imespective of the onmn cntena wsed, for 2 yaars upon the qmp‘smr-nmuon of
this new arrangement

7 INVOICES (ndicate the [nvdice number ard date for each tem. The invoice should e the one Isstied for the Importation of the
good inta Ihe imporhing Party

€ THIRD COUNTRY (NVOICING In cases where invoioss are rssued by a third country - in accordance with Rule 2 (d) of
Implemenung Regulatons, the “Tihwd Country Invoeng” bex i box 13 shoufd be nekno (v), The number of invaices 1ssuad for
the importation of goads e the importing Panty should ke Indicated in box 10 and the full légal name and address af the
company o persan i@t ssued the iImoces stall tra indicated i bux 7

I an axceptionial cass whigie the Involcs lssued & (Hird: Coupbly 15 not available &t tha time of (ssuance of the ceitificate of
on in, the invoice pumber and the date of the invoice 1ssued by the sxporter to whom the centificate of ongin ia 1ssued should be

jeated n box 10 The “Third Cauntry Tnvdising” In box 13 should be lieked, Bnd || should be indicated il box 7 that the goods
wm be mubject 1o anotnef Invalce to b lsstied in & third calntry for the impertatian (Mo the importing Party. (dentitying in box 7 tlie
{ull legal mame and address of Ihe company or person thal will issue another inveice i the third country In such a case, the
customs authority of the iImporting Party may requirs the imponer to pravids the invoices and any other relevant dosumarts whrch
confirm the transaction from the exparting ¥ to.the imponing Party  with regard (o Ihe goods declared for impart

9 BACK-TO-BACK CERTIFICATE OF QRIGIN In the tase of a4 batk4g-back CO lssuwd \n acsordance with pamgraph 4 of Rule 3
af tha O ral Car 1 Proveduras the “Back-o-Back GO box m box 13 should beé Hekad (v)

10, ISSUED RETROACTIVELY In cases of a CO Issued relinactively in accordancs with Rule 7 of the Implemeriting Regulations,
the “Issued Retroactivaly’ box in box 13 should ba heked {v),

11 CERTIFIED TRUE COPY: [N cases of cadifted Ui goples. the words "CERTIFIED TRUE COPY" should be indicatad (n box 12 In
accordance wih Rule 5 of lhe Implemerling Regulalions

2

www.peraturan.go.id
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7. ASEAN-INDIA FREE TRADE AREA
(Certificate of Origin “FORM AI")

7.1. Negara Tujuan:
India dan seluruh negara ASEAN
7.2, Ukurar:
Standar ISO Size A4
7.3:. Warna Kertas dan Peruntukan Formulir SKA:
¢ Putih lembar asli (original), untuk importir
(diserahkan ke customs authority importir)
o Putih lembar kedua (duplicate), untuk instansi penerbit
s Putih lembar ketiga (triplicate), untik importir
+ Putih lembar keempat (quadruplicate), untuk eksportir

www.peraturan.go.id
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T4 Bentuk

-46-

Original (DupllcateTriplicate/Quadruplicare)

Tedersnca No
1. Gooes conzgned hrom (Exponsrsbuziness nams ASEAN-INDIA FREE TRATIE ARZA
ANCIBRE CONMILY ) PREFERENTIAL ~ARIFF
CERTIRIGATE DR (RN
My Deetasumn sad Cadiiam)
2, Soors coregred b (Comsres e addres: ECRM A
zourlvi Issueom
Wanratry)
3 Meana of trinispoit ard tmd (5 far 2= Kaosm) 4 Fon Offcial ==
Tieparure date l:] Frafspzanal Tt Tisament Given Under ASEANnaia
" Fret Trade Aves Prefeveritl Toil
Nessol's namefAiteratt et I:] Prafsiewa Tar Treamert Not Siven Plazss
"mr_' \E&u’i"-’»j)
Foitof Dehage
Sigrative orAimneel Sienaiony ot ite #aparing
Cedntry
5 meny ) Hlamsas T Numti=r amd lyge o 0 Ongvemson | 9 Grsss i~
bl " pimidsere il pickages (et of fe=eNuizs et e o
Pakages gt ey atestiy, g et oifiaf guzniity s
\hges aporopnake and H angvais
il < Vs ampiorfing (FOB)
camtiy]
- Deslanitin by e evprte |2 Catification
Thetijdemignet hersll, detiz=s hal e e Wi herbiy eifisd, i e hissd f camint
et and sitement T comech ARl 2 the yooce vamed vof. tha thes azstiamamn by the:
Wesz puadueed m axparsis carpel
1Coutryi
anefiat ey carly WAl fie arien expitamaite
Spesifieed fin these guodd n (i ASEANINELA
Free Tede hvea Pretesal Tarvt a1 Hie goeds
“apiited o
{Inofting Counry)
Plize.and $ate, mumsiue of Flaceand date. syramreand stamp o
althnosst synatry centifying sutburmy
3 Whe appmpiie pleasy ik
i ety Vivilcing 1 Efhilticysy  Edsk-itnBack 20 Duriflaticy

7.5. Tatacara Pengisian
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OVERLEAF NOTES

4

iy

Fen b W iy el O e i Ton () (e g s e ok g e i) Lo (A edilen ) e o=, =
ASEANINDIN Fres Trads Agresment (AIFTAY

BRUNES DARLISSALAM CAMBOLIA INDGNESIA
TNDLA o TADS MALAYSIA
AY7N AR PHILIFPIMES SINGAFORE
TTIALAND WETNAM®

CONDITIONS: To emsy v aforential tanlf unoer e AIFTA guods se w any Sarbies
disted aboye,

W AmiLis PRl Wy e sation oF gogris 2ligible fan anressmns |V ie Partyaf
dedmanolr
iy st cagply with the cansionment conditicns In srenrdanes with Rills R of

e AIFTA Rules of Tingin anid
[T} Tl Lz lly: Wil u-e%nnn;xu CrilEnE w i t\m Riless 111 Oogm y
CRIZN SRITERA: Far ueods ikl mes s ongin eriery e espaie andio

FmateceEy et mdleate N xS ah His Formy, e ongivT eI e et e msmer
Sk iy e o llmwirg wides

2018, No.157

Cacumstances of praduction Gr sarlifactilee inthe best Inser il By 8
SoURtry mamed I Bow 1l kS tarm
(&) Gty whally abisined o producsd |5 the temtory of "wor
e ex:u.ullug Puﬂ.y
b)) Tamods SaBstymin S @ NG Woolly Hroiliead o TRVE | e+ L ISHY

Dtvained Peiducts ) ol the NETA, Riles of Origin

MFTA Rill=s wl Cugudpy

EACH ARTICLE MUST SUALIEY It should bie moted that all the. gmas mnea
Cnmysigniment must qualify sepaaety m hew own Tigkt T i of patictlan eevances
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(Certificate of Origin “FORM AANZ®)
8.1. Negara Tujuan:
Australia, New Zealand dan seluruh negara ASEAN

8.2. Ukuran:
Standar ISO Size A4

8.3, Warna Kertas dan Peruntukan Formulir SKA:
e Putih lembar asli (original), untuk importir

(diseralikan ke customs authiority importir)
s Putih lembar kedua (duplicate), intuk instansi penerbit
s Putih lembar ketiga (triplicate), untuk impertir
» Putih lembar keempat (quadruplicate), untuk eksportir

8.4. Bentuk

www.peraturan.go.id
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1. Goods Consigned from (Exporter's name, atldress and
country)

Certificaie No. Form AANZ

AGREEMENT ESTABLISHING THE ASEAN -
AUSTRALIA-NEW ZEALAND FREE TRADE
AREA (AANZFTA)

2. Goods Cansigned to (Importer's/ Consignee’s name,
address, country)

CERTIFICATE OF ORIGIN
(Gombined Declaration and Certificate)

LU L=Te N RSO

(see Overleaf Notes)

3. Means of transport and route (if known)
Shipment Date:

Vessel's name/Aircraft etc::

Port of Discharge:

4. For Official Use

[ Preferential Treatment Given Under AANZFTA

O Preferential Treatment Not Given (Please state
Teason/s)

" Signature of Authorised Signatory of the Importing Country

5.ltem | 6. Marksand | 7. Numberand kind of packages:
numbgr| numbers on | description of goods including HS
packages | Code (6 digits) and brand name (if

third party invoice (if applicable)

8. Origin 9, Quantity (Gross weight or | 10, Invoice
Conferring ather measurement), and number(s)
Criterion (see | value (FOB) where RVC s and date of

applicable). Name of company issuing | Overleaf applied (see Overleaf Notes) | invoice(s)

Notes)

11. Declaration by the exporter

The undersigned hereby declares that the abeve details and

12. Certification

On the basis of contro carried out, it is hereby certified that &

statements are correct; thal all the goods were produced.in | information herein is comect and that the goods described comp

(country}

and that they'comply with the rules of origin, as provided in
Chapter 3 of the Agreement Establishing the ASEAN-
Australia-New Zealand Free Trade Area for the goods
exportedto

(importing country)

" Place and date, name, signatureand

with the origin requirements specified in the Agreement Establishir
the' ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area.

company of authorised signatory """ Place and date, signature and stamp of Authorised
Issuing Authority! Body
13. O Back-to-back Certificate of Origin OSubject of third-party invoice O Issued retroactively

CRe Minimis CAccumulation
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8.5. Tatacara Pengisian
OVERLEAF NOTES
1. Countiies which accept this form far the purpose of preferential treatment under the Agreement Establishing the ASEAN-Australlia-
New Zealand Frea Trade Area (the Agreement):
Australia Brunei Darussalam Cambadi; Ine Ldo PDR Malaysia
Myanimar NewZsaland Phiiippines SIngapors Thailand it Naim
(herein affer individually referred to as a Party)

2. CONDITIONS: To be eligible for he preferential treatment under the AANZFTA, goods must:
a.  Fall withih a description of products eligible Fol' concessions in theimporting Panty:
b Complywith all relevant provisions of Chapter 3:(Rules of Origin) of the Agreement

3. EXPORTER AND CONSIGNEE: Detalls of the exporterof the ‘goods (including hame, ‘eadress and country) and consignes (name
and address) must be provided in Box 1 and Box 2. respectively.

4. DESCRIPTION OF GOODS: The descripfion of each good in BoxT musl include the Harmonized Commedity Descriptian and Ceding
System (HS) subhieading at the G-digit level of the exporfed product, and IF applicable, product name ‘and brand name. This
nformation should be sufficiently detailed to enable the productsito be identified by the customs officer examining them,

5. ORIGIN CRITERIA: For the goads that mee! the origin criteria, the exportet shaolld Indicate in Box8oFthis Forin, the origin criteria
met.in the:mantier shown in thefollowing takle:

Cir of pr or ¢ in the country naimed in Bex11of this form: Insertin Boxs
(&) 'Goods'Whally produced of obtained satisfying Article 2.1(a) of Chapter 3 of the-Agreement wWo
{h) Goods produced entirely satisfying Atticle 2.1(c) of Chapter 3 of the Agreement PE

¢y  Nof wholly produced or obtainediin a Party, provided that the goods satisfy Atticle 4of
Chapter 3 of the Agreement:es amended by the FlrstProtocal l:e., ifthe good I1s specified in
Annex 2. all the product specific 'eqlliiements listed have:been met!

- Chenge |n Tatiff Classification cTe
- Regional Value Content
= Regional VVallle Content + Change it Taliff Classification

RVC
‘g:g. CTSH. + RVC 35%
2 s Other
= Othet; including a Specific’Manufacturing or Processing Operalion

6. EACH GOOD CLAIMING PREFERENTIAL TARIFF TREATMENT MUST QUALIFY IN ITS OWN RIGHT: It should b& noted that
all the goods | a consignment must qualify separately In‘their own right. This is' of paiticular relevance when simllai articles of
different sizes or spal'e parts are exported.

7 FOB VALUE: For Conslgniments to all Parties wnere'thve origin eritetiaincludes a Regronal Value Content requirsment:

* An exporter from:an ASEAN Member State must providein Box 9 the FOB value of the goods:
~ An exporter from Australia or New Zsaland can compléte sither Box 9'of provide a separate “Expottet Declaration” stafing the
FOB value of the:goods,

The FOB'value Is nol required For cansighments where the origin criteria does het Inciude a Regional Value Cantent requirement. In
the case-of goos exported from and imported by Cambodia and Myanmar. the FOB value shall be included in the Cettificate: of
Origin or the back-to-hack Certificate of OriginFor all goods, rrespective of the origin criteria used. for two (2) years from the date of
entry into force of the First Protocol or an eariier date as endorsed by the Commitlee on Trade In'Goods-

8. INVOICES: Indicate the invoice nuimber and datefor each item: The inwice sholld bethe one:issued for the importation af the good
into the importing Party.

9. SUBJECT OF THIRD PARTY INVOICE: Incases where Invoices used for the Importation ate Issued In athird country, In accordance
wilh Rule 22 of the Opsrauonal Catificalion Procedures, Lhe “SUBJECT OF THIRD-PARTY INVOICE" box in Box 13should bieticked
(vyand the name of the company issLiing the invelce sholld be provided in Box 7or; if thete is insufficient space, on & contintiation
shest. The number of the Involces Issued by{he manufacturers orihe exporters and the number of the invoices |ssued bylhe trader:
(i known) for the importation of goods infa fhie imperting Party should be Indicatedin Box 10::

10- BACK-TO-BACK CERTIFICATE OF ORIGIN: In the case of a back-lo-back certificate. of origin Issued In accordance with paragraph
2 of Rule 10 of 1he Operational Certfication Procedures, the hack-lo-back certificate of origin in Box 13should beticked (¥).

11 .CERTIFIED TRUE COPY: In case of a certified Irue copy, Ihe words “CERTIFIED TRUE COPY" should be wrilter ar stamped on
Box 12ofthe Certificate with thie date oF Issuance of the copy Inaccordance with Rule 17 of the:Operat|onal Ceitification ProcedLres.

12. FOR OFFICIAL USE: The Customs Autherity of the importing Party must indicate () inn the relevant hoxes in Box4 whetheror not
preferential tariff treatiment is accorded:

13. BOX 13:TheltemsinBox 13 should be tickea (), as appropriate,Inthose cases where such fems: are relevanito the'goods covered
by the Certificate.

9. INDONESIA~-JAPAN ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT

www.peraturan.go.id
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(Certificate of Origin "FORM 1JEPA*)

9.1. Negara Tujuan:
Jepang

9.2. Ukuran:
Standar ISO Size A4

9.3. Warna Kertas dan Peruntukan Formulir SKA:

+ Putih (lembar asli), untuk Importir
+ Putil (lembar kedua), untuk instansi penerbit
+ Putih (lembar ketiga), untvik eksportir

94. Bentuk

www.peraturan.go.id
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9.5. Tatacara Pengisian
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10. INDONESIA-PAKISTAN PREFERENTIAL TRADE AGREEMENT
(Certificate of Origin "FORM IP%)

10.1. Negara Tujuan:
Pakistan

10.2. Ukuran:
‘Standar ISO Size A4

10.3. Warna Kertas dan Peruntukan Formulir SKA:
« Putih (lembar asli), untuk Importir

+ Putih (lemibar kedua), untuk instansi penerbit
¢ Putih (lemibar ketiga), untuk eksportir

10.4. Bentuk

www.peraturan.go.id
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11.1. Negara Tujuan:
Uni Eropa

11.2, Mutu;
Kertas tulis yang tidak mengandung Fulp mekanis, yang
beratnya tidak kurang dari 25 Gram/M?2.

11.8. Ukuran:
210 x 297 mm

11.4. Warna Kertas dan Peruntukan Formulir SKA:
+ Ungu muda (lembar asli), untuk Importir
¢ Jingga (lembar kedua), untuk Instansi Penerbit.,
s Jingga (lembar ketiga), untuk Kepabeanan di negara

tujuan ekspor

o Jingga (lembar keempat), untuk Eksportir

11.5. Ketentuan Penerbitan
Digunakan untuk ekspor barang kerajinan tangan TPT
yang terbuat dari bahan sutera atau kapas ke Uni Eropa
untuk mendapatkan pembebasan bea masuk yang terdapat
dalam cakupan skema barang-barang kerajinan ME.
Diberlakukan bagi barang-barang kerajinan TPT yang
dikerjakan dengan Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) atau
tangan terbuat dari bahan baku sutera, atau kapas dan
merupakan industri pedesaan.

11.6. Bentuk
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Substansi yang Dicantumkan

2018,

Nama, alamat lengkap dan negara Eksportir.

Nomor urut penerbitan SKA, diikuti dengan kode Instansi
Penerbit SKA.

W

Nama, alamat lengkap dan negara Importir.

INDONESIA

s}

Negara tnjnan (negara anggota UE)

Tempat dan tanggal pengapalan serta alat angkut yang
digunakan. '

Catatan Pejabat Instansi Penerbit.

Uraian barang secara jelas, tanda dan nomor serta jumlah
dan jenis keniasan.

Jumilah barang dalam satuan Pieces, Meter, Square meter
atau Kgs.

10

Nilai (FOB US. $) sesuai dengan kontrak penjualan.

11

Tempat dan tanggal penerbitan serta tanda tangan
Pejabat yang berwenang menandatangani SKA dan stempel
khusus SKA dari Instansi Penerbit.

12

Nama Pejabat yang menandatangani SKA serta nama,
alamat lengkap dan negara Instansi Penerbit.

12.

CERTIFICATE OF AUTHENTICITY TOBACCO.

No.157
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12.1. Negara Tujuan:
Uni Eropa

12.2. Mutua:
Kertas tulis putih yang tidak mengandung Pulp mekanis,
yang berainya tidak kurang dari 40 Gram/m?2.

12.3. Ukuran:
210 x 297 mm

12.4. Warna Kertas dan Perunttkan Formulir SKA;
¢ Putih lembar asli (original), untuk Importir
o Putih lembar kedua (duplicate) untuk Eksportir
o Putih lembar ketiga (triplicate), nntuk Instansi
Penerbit (Kantor Cabang Lembaga Tembakau)
« Putih lembar keempat (quadruplicate), untiik
Lembaga Tembakau Pusat
12.5. Ketentuan Penerbitan
Digunakan untuk ekspor tembakau jenis tertentu yang
ditnjukan ke Uni Eropa.
Diberlakukan bagi produk tembakau yang seluruhnya
dihasilkan di Indonesia, yaiti:
Tembakau Flue Cured Virginia
b. Tembakau Light Air Cured Burley termasuk Burley Hybrid
¢c. Tembakau Light Air Cured Maryland
d. Tembakau Fire Cured

o

12.6. Bentuk

www.peraturan.go.id
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12.7. Tatacara Pengisian

SR Substansi yang Dicantumkan
(“Box”)
1 Nama, alamat lengkap dan negara eksportir.
2 Nomor, arut penerbitan SKA yang diikuti dengan kode
[nstansi
Penerbit dan Taliun penerbitan C O A.
3 Nama Instansi Penerbit.
4 Nama dan alamat lengkap dan negara Importir.
9] Tidak perlu diisi.
6 Tempat dan tanggal pengapalan serta nama alat
angkut yang
7 Tanda, jumlah, nomor dan jenis kemasan.
8 Berat kotor dalam satuan Kg.
9 Berat bersih dalam satuan Kg.
10 Berat bersih dalam kilogram dinyatakan dengan huruf.
11 Tempat dan tanggal pengeluaran C O A, tanda tangan
dan nama Pejabat yang berwenang menandatangani serta
stempel khusus SKA dari Inistansi Penerbit.

. SURAT KETERANGAN ASAL (SKA) NON PREFERENSI
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JENIS, BENTUK, DAN TATACARA PENGISIAN FORMULIR SURAT
KETERANGAN ASAL (SKA) NON PREFERENSI

1. The Republic of Indonesia (Certificate of Origin Form “B’)

1.1. Negara Tujuan:
Semua negara

1.2. Mutu:
Kertas tulis yang mengandung Pulp mekanis, yang beratnya
tidak kurang dari 25 Gram/M2.

1.3. Ukuran:
210 X 297 mm

14. Warna Kertas dan Peruntukan Formulir SKA:
+ Koning muoda (lembar asli), untuk Importir.
« Putih (lembar kedua), untuk Instansi Penerbit.
o Putih (lembar ketiga), untuk Kepabeanan di negara
tujuan ekspor.
¢ Putih (lembar keempat), untuk Eksportir.

1.5. Bentuk

www.peraturan.go.id
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ORIGINAL

I. BGaods consigned trom (Expart’s business name, address,
counfry)

N

Gopds ponsigiead 16 (Gonsignea's name, adiress, country).

WINISTRY OF TRADE
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
CERTIFICATE OF ORIGIN

FORM B

Refarence No,

Ts

From

Bhipned by

i
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3 Means of transporf and route (as far as knowr),
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3, Nam
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(Bignature)

{Stamp)

1.6. Tdtacara Pengisian

www.peraturan.go.id



65 2018, No.157

Kalom Substansi yang dicantumkan
(“Box”)
1 Nama, alamat lengkap dan negara Eksportir
2 Nama, alamat lengkap dan negara Importir
3 s Nama alat angkiit yang digunakan
+ Pelabuhan muat
* Pelabuhan tujuan
* Tanggal pengapalan
4 Catatan Pejabat Instansi Penerbit
S5 Nomor urut
6 | Tanda dan junilah kemasan
7 Nomor damn jenis kemasan serta uraian barang secara jelas
8 Berat kotor atau jumlah dalam satuan lainnya
9 Nomor dan tanggal Invoice
10 Tempat dan tanggal penerbitan serta tanda tangan Pejabat
yang berwenang nienandatangani dan stempel khusus SKA dari
Instansi Penerbit
11 Nama dan alamat lengkap dan negara [nstansi Penerbit SKA.

2. INTERNATIONAL COFFEE ORGANIZATION
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2.7. Tatacara Pengisian
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BOX Substansi yang dicantumkan

a. Diisi dengan Nama, alamat lengkap dan negara eksportir

b. No. ETK: diisi dengan nomor surat pengakuan sebagal Eksportir
Terdaftar Kopi (ETK) oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.

¢. No. ICO: diisi dengan nomor kode eksportir sebanyak 4 digit yang
tercantum dalam Pengaluan sebagai ETK oleh Direktur Jenderal
Perdagangan Luar Negeri di dalam kotak pojok kanan bawah,

2 Nama, alamat lengkap dan negara pembeli.

3 Nomor kode: internal:

3a. No. PEB: diisi dengan nomor Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
yvang didapat saat pengajuan ekspor kepada Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai, Kementerian Kenangan.

3b. No. B/L: diisi dengan nomor Bill of Lading yang didapat dari
perusahaan pengapalan setelah muat barang,

Jika ada keperluan lainnya, misalnya kode untuk keperluan pencetakan.
(nomor ini akan dibuat oleh Kementerian Perdagangan dan sudah tercetak
dalam setiap formulir).

Z Bagian "Country code" diisi dengan nama negara pengekspor dan nomor
kodenya sebanyak 3 digit di dalam kotak pojok kanan bawah.

Bagian "port code" diisi dengan nomor kode pelabuhan muat sebanyak 2
digit. Dalam hal kode pelabuhan asal ekspor belum tercantuni, Instansi
Penerbit SKA setempat dapat memintakan kode pelabuhan kepada
Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor, Ditjen Perdagangan Luar Negeri,
Kementerian Perdagangan)

%) Nama mnegara tempat kopi tersebut diproduksi dan mnomor kodeiya
sebanyak 3 digit di dalam kotak pojok kanan bawah (sudah tercetak).

6 Nama negara tujuan dan nomer kodenya sebanyak 3 digit di dalam kotak
Pojok kanan bawah (sudah tercetak)

7 Tanggal pengapalan dengan bentuk DD/MM/YY, dengan ketentuan DD =
tanggal, MM = bulan dan YY = Tahun (dua digit terakhir dari setiap tahun),
sesual dengan tanggal yang tercantum pada Bill of Lading saat muat kapal.

a. Bila pengapalan dilakukan dengan trans-shipment, maka diisi dengan

8 nama negara tempat trans-shipment dan nomor kodenya sebanyak 3
digit.

b. Bila pengapalan dilakukan langsung, maka diisi dengan kalimat
"DIRECT".

www.peraturan.go.id
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BOX Substansi yang dicantumkan

9 Nama kapal yang mengangkut. Jika tidak diangkut dengan kapal,
sebutkan jenis angkutannya, misalnya kereta api, atau pesawat udara.

10 Untuk semua karung vang tercakup dalam suatu SKA harus diberi tanda
khusus menurut ketentuan yang diatur oleh ICO.

a. “ICO Identification Mark”
Bagian pertama, tidak perlu diisi,
Bagian kedua ditulis kode eksportir,

Bagian ketiga, ditulis nomor urut pengapalan oleh eksportir yang
bersangkutan.

Misalnya:
PT. Panca Niaga Palembang mengekspor 100 ton kopi.

Pengapalan kopi tersebut merupakan pengapalan vang kelima Kkali
dilaksanakan ybs. Sejak tanggal 1 Oktober 1994, maka Box 10 diisi
dengan:

/015/2097/5/

Kade tersebut juga ditulis pada seluruh karung kopi yang dikapalkar.
Keterangan:

015 =Kode Indonesia (negara pengekspor),

‘2097 = Kode Eksportir (sesuai dengan Box 1),

5 = Nomor uriut pengapalan selama tahun kopi yang
bersangkutan.

b, “Other Mark”

Diisi dengan mutn Kopi yang diekspor dan tanda pengapalan lainnya.
Misalnya: A/DP-3; Arabika Lintong; Bubuk Kopi Instan bermerek
dagang XYZ dan sebagainya.

11 Tanda "X" dalam kotak yang sesuai dengan bentuk kemasan Kopi yang
diekspor.

12 Berat bersih yang dikapalkan.

13 Diisi dengan tanda "X" pada kotak yang sestiai dengan satuan berat yang

digunakan.

www.peraturan.go.id
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BOX Substansi yang dicantumkan

14 Diisi dengan tanda "X" pada kotak vang sesuai dengan satunan bentuk dan
jenis Kopi yang diekspor. Jika jenis dan bentuknya selain dari green
Arabika, green Robusta, Roasted, Soluble, Liquid, atau diisi dengan tanda
"X" pada kotak “Other” untuk jenis kopi lainnya.

Jika ekspornya meliputi lebih dari satu bentuk dan/atau jenis Kopi, agar
dibuatkan SKA terpisah untuk masing-masing bentuk dan/atau jenis Kopi
yvang diekspor tersebut.

15 Diisi dengan tanda "X" pada kotak vang sesuai dengan metode pengolahan
Kopi yang diekspor, dengan pililian:

- Decaffetnated: untuk kopi yang diproduksi dengan proses
penghilangan kafein

- Organic: untuk kopi yang diproduksi secara organik. Perlu dicatat
bahwa eksportir bertanggung jawab penuh terhadap epsi untuk
‘Certified’ pada SKA yang mengacu pada 'Kopi organik bersertifikat',
jika tidak maka isi kotak ‘Uncertified’.

- Green Coffeec untuk kopi green bean jenis Robusta, Arabica
ataupun lainnya, dengan metode pengolahan kering (dry)/ Oost-
Indische Bereiding (OIB) ataupun basah (wet)/ West-indische
Bereiding (WIB).

- Soluble Coffee: untuk kopi instan yang diproduksi dengan proses
spray-dried atau freeze-fried.

16 Tanggal, tempat, dan tanda tangan pejabat yang berwenang
menandatangani SKA, serta stempel khusus SKA dari [nistansi Penerbit
SKA.

17 Informasi tambahan lainnya:

a. Informasi tambahan yang berkaitan dengan kualitas Kopi yang telah
diurailkan dalam SKA tersebut, sesuai dengan 1CC Resolution No.
420e tanggal 21 Mei 2004 yang menggunakan sistem nilai cacat
(Defects Value System). Bersifat pilihan/tidak wajib.

b. Informasi tambahan tentang karakteristik spesial dari kopi yang
diekspor. Apabila tersedia, dapat dicanturnkan No. Sertifikat Indikasi
Geografis dari kopi yang diekspor. Bersifat pilihan/tidak wajib.

¢. Kode Harmonised System (HS)dari kopi yang diekspor (Pos Tarif 8-
digit sesuai dengan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia 2017
mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor
6/PMK.010/2017 tanggal 26 Januari 2017, tentang Penetapan
Sisten1 Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk dtas
Barang Impor). Wajib diisi.

d. Nilai Freight on Board (FOB) dari kopi yang diekspor. Wajib diisi.

e. Keterangan tambahan lainnya, apabila diperlukan, seperti Nomor
dan tanggal L./C. Bersifat pilihan/tidak wajib.

www.peraturan.go.id
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CERTIFICATE OF ORIGIN TEXTILE PRODUCT

3.1. Negara Tujuan:
Uni Eropa

3.2. Mutu:
Kertas tulis yang tidak mengandung Pulp mekanis, yang
beratnya tidak kurang dari 25 Gram/M?2.

3.3. Ukuran:
210 x 297 min

34 Warna Kertas dan Peruntukan Formulir SKA:
¢  Kuning muda (lembar asli), untuk Importir.
e«  Putih (lembar kedua), untuk Instansi Penerbit.
¢  Putih (lembar ketiga) untuk Bea & Cukai di negara tujuan
ekspor.
¢ Putili (lembar keempat); untuk Eksportir.

3.5. Ketentuan Penerbitan
Dignnakan untuk ekspor Tekstil dan Produk Tekstil yang
termasuk didalam cakupan Persetujuan Bilateral Tekstil
Indonesia - UE, baik yang sudah dikenakan kuota atau belum
dan tidak memenuhi persyaratan ketentuan asal barang GSP-
UR yang ditujukan ke negara-negara anggota UE, '

3.6. Bentuk

www.peraturan.go.id
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Kolom Substansi yang Dicantumkan
(“B OX”)

1 Nama, alamat lengkap dan negara EXsportir

2 Nomeor urut penerbitan SKA yang diikuti dengan kode
Instansi Penerbit dan Tahun penerbitan SKA

3 Tahun Kuota

4 Nomor Kategori

5 Nama, alamat lengkap dan negara Importir

6 INDONESIA

7 Negara tujuan (di UE)

8 Tempat dan tanggal pengapalan serta alat angkut yang
dipergunakan

9 Catatan Pejabat Instansi Penerbit

10 Tanda dan jumlah, nomor dan jenis kemasan serta uraian
barang secara jelas

11 Berat bersihi dalam Kgs atau jumlah dalam satuan lainnya

12 Nilai FOB sesuai dengan kontrak penjualan

13 Tempat dan tanggal penerbitan serta tanda tangan Pejabat
yang herwenang
menandatangani dan stempel khusus SKA dari Instansi
Penerbit

14 Nama dan alamat lengkap dan negara Instansi Penerbit SKA.

4. CERTIFICADO DE PAIS DE ORIGEN (ANEXO IHI)
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4.1. Negara Tujuan:
Meksiko

4.2.  Mutu:
Kertas tulis yang mengandung Pulp mekanis, yang beratnya
tidak kurang dari 25Cram/M2.

4.3. Ukuran:
210 X 297 mm

4.:4. Warna Kertas dan Peruntukan Formulir SKA:
+ Putih (lembar asli), untuk Importir.
e Puth (lembar kedua), untuk Instansi Penerbit.
¢ Putihh (lembar ketiga), untuk Eksportir:

4.5. Ketentuan Penerbitan
Digunakan untuk ekspor produk tekstil, pakaian jadi dan alas
kaki yang ditujukan ke Meksiko.

4.6. Bentuk

www.peraturan.go.id
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Kolom
(“Box™)

Substansi yang dicantumkan

1

Naina, alamat lengkap dan negara Eksportir

2

Nama, alamat lengkap (termasuk kota dan negara)

Produsen yang melakukan proses produksi terakluir :

- Apabila produsen lebih dari satu, agar dilampirkan
daftar produsen lainnya dengan menyebutkan data
masing-masing dan barang yang diproduksinya.

- Apabila barang mmpor itu merupakan barang pasangan
atau satuan harus disebutkan dalam kelom ini “Lihat
Pernyataan Tambahan”

- Apabila iama dan alamat dirahasiakan, kolom ini diisi
dengan kata “hanya dapat disampaikan atas permintaan

(o]

Nama, alamat lengkap kota dan negara lmportir.,

Klasifikasi barang/nomor HS (enam angka) sesuai dengan
ienis barang vang disebutkan dalam kolom 5.

- Jumlalh dan jenis

kemasan.

- Uraian jenis barang

secara jelas.

Dalam hal barang yang diekspor ada kandungan
impornya, maka pengisian keolom ini agar ditambah
dengan wuraian jenis koniponen/bahan Dbaku yang
diimpor serta HS komponen tersebut

Nomor dan tanggal faktur (Invoice).

Kriteria/ketentuan asal barang.

A = Jika barang yang diekspor diproduksi atau
diperoleh secara utuly/sepenuhnya dari negara
pernigekspor

B = Jika barang yang diekspor menggunakan bahan
baku dari dalam negeri (Indonesia).

C = Jika bahan baku yang berasal dari impor yang
digunakan dalam proses produksi barang ekspor
mengalami perubahan klasifikasi (HS).

D = Jika tidak termasuk kriteria A, B dan C, maka dilihat
bahan baku yang digunakan dan mengalami proses
produksi yang cuktup dan yang mengalami
peribahan klasifikasi (HS).

B = Jika tidak termasuk A, B, C dan D, maka dilihat
bahan baku yang memberikan ciri utama terhadap
barang ekspor tersebut.

F = Jika tidak termasuk A; B; C dan D, maka dilihat
bahan baku yang mempunyai pengaruhh besar
terhadap penetapan Kklasifikasi barang ekspor
tersebut.




. 2018, No.157

8 Negara asal barang.

9 Nama, tanda tangan eksportir atan produsen.

10 Nama dan tanda tangan mpertir:

11 Nama dan tanda tangan Pejabat Instansi Penerbit serta

stempel khusus SKA dari Instansi Penerbit SKA, sesuai
dengan vang disampaikan kepada Pemerintah Meksiko.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA



